BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1752, 2018

DPR. Tatib. Perubahan Ketiga.

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat
berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam  permusyawaratan/perwakilan,
diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu
menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk
mewujudkan pembangunan hukum nasional
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

bahwa untuk meningkatkan peran dan kinerja lembaga
perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat perlu
menata pelaksanaan fungsi legislasi;

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata
Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata
Tertib, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
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Mengingat

1.

Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, dan aspirasi Anggota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) dan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);
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3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun
2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata
Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 805);

S. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata
Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1362);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun
2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan
Undang-Undang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 1125);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1361);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
TATA TERTIB.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607) yang
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat:
a. Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 805); dan
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b. Nomor 3 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1362);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 6

DPR berwenang:

a.

membentuk undang-undang yang dibahas dengan
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
memberikan persetujuan atau tidak memberikan
persetujuan  terhadap  peraturan = pemerintah
pengganti undang-undang yang diajukan oleh
Presiden untuk menjadi undang-undang;

membahas rancangan undang-undang yang
diajukan oleh Presiden atau DPR,;

membahas rancangan undang-undang yang
diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan
dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah;

membahas bersama Presiden dengan
memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan
persetujuan atas rancangan undang-undang tentang
APBN yang diajukan oleh Presiden;

membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan
yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan
undang-undang mengenai otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan
daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan

agama,;
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memberikan persetujuan kepada Presiden untuk
menyatakan perang dan membuat perdamaian
dengan negara lain;

memberikan persetujuan atas perjanjian
internasional tertentu yang menimbulkan akibat
yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban keuangan negara dan/atau
mengharuskan perubahan atau pembentukan
undang-undang;

memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam
pemberian amnesti dan abolisi;

memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam
hal mengangkat duta besar dan menerima
penempatan duta besar negara lain;

memilih anggota BPK dengan memperhatikan
pertimbangan DPD;

memberikan persetujuan kepada Presiden atas
pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi
Yudisial;

memberikan persetujuan calon hakim agung yang
diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai
hakim agung oleh Presiden; dan

memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan
mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan

dengan keputusan Presiden.

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 22

Alat kelengkapan DPR terdiri atas:

=

° o 0

]

pimpinan;

Badan Musyawarabh;
komisi;

Badan Legislasi;
Badan Anggaran;

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;
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